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DPRA UNGKAP KENDALA PEMERINTAH ACEH DALAM 

MENGIMPLEMENTASIKAN UUPA DI DEPAN ROMBONGAN LEMHANNAS 

REPUBLIK INDONESIA 
 

 
For Serambinews.com 

DPRA menerima kunjungan peserta Study Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler 

Angkatan (PPRA) LXIII tahun 2022 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Ruang Serbaguna 

DPRA, Selasa (5/4/2022).  
 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 

(DPRA) menerima kunjungan peserta Study Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program 

Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII tahun 2022 Lembaga Ketahanan Nasional 

(Lemhannas) RI di Ruang Serbaguna DPRA, Selasa (5/4/2022).  

Rombongan PPRA Lemhannas disambut Plt Ketua DPRA, Safaruddin, bersama 

Dua Wakil Ketua, Dalimi dan Hendra Budian, serta Ketua Fraksi serta pimpinan Komisi, 

Badan Legislasi (Banleg), dan Badan Kehormatan Dewan (BKD). Dalam pertemuan 

tersebut, rombongan PPRA Lemhannas yang dipimpin Irjen Pol Drs Triyono Basuki 

Pujono, MSi lebih mendengarkan paparan DPRA terkait tata kelola pembangunan Aceh 

selama ini.  

Di hari yang sama, rombongan PPRA juga melakukan pertemuan dengan 

Pangdam Iskandar Muda. Sehari sebelumnya, rombongan tersebut juga melakukan 

pertemuan dengan Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh.  Plt Ketua DPRA, 

Safaruddin dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa Aceh sudah 16 tahun menikmati 

perdamaian dan terus berkomitmen memelihara perdamaian dalam bingkai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

"Semua butir-butir MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah pedoman dalam melaksanakan tata kelola 

pemerintahan dan pembangunan di Aceh," katanya. Meski sudah 16 tahun damai, tambah 

Safaruddin, namun masih ada 9 Peraturan Pemerintah (PP), 3 Peraturan Presiden 

(Perpres), 59 Qanun yang merupakan turunan dari UUPA sampai saat ini belum 

sepenuhnya tuntas ditetapkan menjadi regulasi.  "Ini merupakan kendala yang dihadapi 
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oleh Pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan amanah dari UUPA dan butir-butir 

yang termuat dalam MoU Helsinki," sebut Safaruddin.  

Lebih lanjut, Safaruddin menyampaikan, pengesahan Rancangan Qanun Aceh 

juga kerap mengalami kendala yang sangat signifikan. Terutama mengenai pengaturan 

yang berkaitan dengan keistimewaan dan kekhususan karena selalu berbenturan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  "Belum lagi dengan adanya ketentuan 

yang mengharuskan setiap produk hukum daerah harus memperoleh hasil fasilitasi dari 

Kementerian Dalam Negeri sebelum disahkan menjadi peraturan daerah," terang 

politikus Partai Gerindra ini.  

Dalam kesempatan itu, Plt Ketua DPRA, Safaruddin juga menyampaikan, ada 10 

kewenangan kekhususan yang dimiliki Aceh sebagaimana diatur dalam UUPA. Mulai 

dari kewenangan untuk meminta konsultasi dan memberikan pertimbangan atas 

persetujuan internasional dan pembentukan undang-undang yang berkaitan langsung 

dengan Aceh hingga pengaturan dana otonomi khusus (otsus). 

 

Sumber Berita: 

https://aceh.tribunnews.com/2022/04/06/dpra-ungkap-kendala-pemerintah-aceh-dalam-

mengimplementasikan-uupa-di-depan-rombongan-lemhannas-ri, Rabu, 6 April 2022. 

 

Catatan: 

1. MoU Helsinki menayatakan bahwa Pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal 

berikut 

a. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh 

1) Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh 

a) Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh 

b) Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh 

akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 

i. Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik 

yang akan diselenggarakan bersama dengan administrasi sipil dan 

peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan 

luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan 

kehakiman dan kebebasan beragama, di mana kebijakan tersebut 

merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai 

dengan Konstitusi. 

ii. Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh 

Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ihwal kepentingan 
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khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan 

legislatif Aceh. 

iii. Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan 

persetujuan legislatif Aceh. 

iv. Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah 

Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan 

konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) 

a. Pasal 1 

Angka 2 bahwa: 

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 

b. Pasal 4 

1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di Aceh dan/atau 

kabupaten/kota untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang 

bersifat khusus  

c. Pasal 7 

1) Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah. 

2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  meliputi 

urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, 

keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam 

bidang agama. 

3) Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat: 

a) melaksanakan sendiri; 

b) menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Aceh 

dan pemerintah kabupaten/kota; 

c) melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah 

dan/atau instansi Pemerintah; dan 
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d) menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah 

kabupaten/kota dan gampong berdasarkan asas tugas pembantuan. 

d. Pasal 13  

1) Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari’at Islam antara 

Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota diatur dengan Qanun 

Aceh. 

2) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

difasilitasi oleh Pemerintah. 

e. Pasal 270 

1) Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional dan pelaksanaan Undang-

Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah diatur dengan 

peraturan perundang-undangan. 

2) Kewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan Undang-Undang ini 

diatur dengan Qanun Aceh. 

3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota tentang pelaksanaan Undang-

Undang ini diatur dengan qanun kabupaten/kota. 

 

 

 

 

 

 

 


